BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NCMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 82
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi
Bali tertanggal 18 Mei 2020 Nomor : 900/3135/Bid.
PAD-BPKD Perihal Pagu Belanja Bantuan Keuangan
Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka
Percepatan Penanganan COVID-19, alokasi belanja
bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655};



10.

11,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400); '

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6355);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomeor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Nomor 14);

Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI

NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun
2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 303.606.949.618,43

b. Dana Perimbangan Rp. 1.033.601.944.000,00
c. Lain-lain pendapatan
daerah yang sah Rp. 339.110.023.171,16
Jumlah Pendapatan Rp. 1.676.318.916.789,59
2, Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 799.328.882.634,29
2) Belanja Bunga Rp. 585.000.000,00
3) Belanja subsidi Rp. 0,00
4) Belanja hibah Rp.  43.991.700.000,00
5} Belanja bantuan
sosial Rp. 3.700.000.000,00
6) Belanja bagi hasil
kepada provinsi/
kabupaten/kota dan
pemerintahan desa Rp. 13.597.222.700,00
7) Belanja bantuan
keuangan kepada

provinsi / kabupaten
/ kota, pemerintahan
desa dan  partai

politik Rp. 219.224.736.900,00
8) Belanja tidak terduga Rp. 44.085.283.804,30
Jumlah Belanja Tidak
Langsung Rp. 1.124.512.826.038,59
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 80.493.455.950,95
2) Belanja barang dan
jasa Rp. 359.133.925.544,05
3) Belanja Modal Rp. 134.463.709.256,00
Jumlah Belanja
Langsung Rp. 574.091.090.751,00
Jumlah Belanja Rp. 1.698.603.916.789,59
Surplus / (Defisit) Rp. (22.285.000.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 82.285.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 60.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (22.285.000.000,00)

Sisa lebih pembiayan o, 0.00
anggaran tahun berkenaan



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 2
Merubah Lampiran | sebagaimana tercantum dalam Lampiran |

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

|i 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut

Pasal 3
Merubah Lampiran [l sebagaimana tercantum dalam Lampiran
M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturoan
Bupati ini,

4, Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyt sebagnt beriku

Pasal 4
Merubah Lampitan 111 sebagaimana tercantum dalam Lampitin
HI yang merupakan bagian vdak terpisahkan dari Peraturan

|

|

| Hu L

| patini, |
| @ |

Pasal |1
Peraturan Bupati int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetnhuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Herita Daeral
Kabupaten Tabanan.

’ Ditetapkan di Tabanan

| pada tanggal 5 Juni 2020
'i
!
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